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As a legal community unit, the village has the power to regulate and manage 
its own household, including in realizing health services to improve the 
quality of health in the community. In health services, it is driven by several 
sub-systems, such as services for pregnant women, infant health, children 
and others. The linkage between these sub-systems is interesting to study 
because changes in one sub-system will have an impact on other sub-
systems of the system as a whole. The study is increasingly interesting 
because in the case of health services, it is still not optimal. This study was 
conducted to analyze the quality of public health services in Sukajaya village 
in 2020. With such a goal, the research approach used was qualitative 
research and data collection techniques through interviews, documentation, 
and observation. The results show that the sub-systems in health services in 
Sukajaya village can work and support each other. This can be seen from 
the implementation of several health service programs in accordance with 






Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat. Upaya pencapaian tujuan tersebut dapat dilakukan melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pada sisi lain 
peningkatan daya saing daerah dilakukan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 
pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu 
ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah 
Pusat dengan Daerah dan antar Daerah. Disamping itu potensi dan keanekaragaman 
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daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem 
penyelenggaraan pemerintah negara perlu menjadi perhatian (Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2020). 
Kemampuan merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintah 
daerah menuju tata kelola pemerintah yang baik, perlu memperhatikan  kebutuhan dan 
tuntutan masyarakat dalam pelayanan, dan dalam rangka meningkatkan kualitas dan 
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis 
daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah pusat sejak 
tahun 1999 membawa perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pemerintah 
daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam 
menyelenggarakan beberapa bidang pemerintahan. 
Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi 
pemerintah di daerah dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik 
dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Sebagaimana diketahui 
bahwa otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintah yang 
bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Terlihat 
kecenderungan di berbagai instansi pemerintah pusat yang enggan meyerahkan 
kewenangan yang lebih besar kepada daerah otonom. Akibatnya dari kondisi tersebut, 
pelayanan publik menjadi tidak efektif, efisien dan ekonomis, dan  tidak menutup 
kemungkinan unit-unit pelayanan cenderung tidak memiliki responsibilitas, responvitas 
dan tidak representatif sesuai dengan tuntutan  masyarakat (Alfian, 2019). 
Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pemerintah di daerah, 
menghendaki adanya pergeseran sejumlah model dan paradigma pemerintahan daerah 
yang terjadi. Efisiensi dan keseragaman pemerintah daerah ditinggalkan dan    dianut 
“model demokrasi lokal” yang menekankan nilai demokrasi dan keberagaman dalam 
penyelenggaraan pemerintah daerah.(Ali & Saputra, 2020; Fahrurrozi et al., 2021; Putra 
et al., 2018) Seiring dengan pergeseran model tersebut terjadi pergeseran dari 
pengutamaan dekonsentrasi ke pengutamaan desentralisasi. Adanya perubahan 
tersebut diharapkan mampu menciptakan sinergi antara dua tujuan utama yang ingin 
dicapai melalui kebijakan disentralisasi yaitu tujuan demokrasi dan tujuan kesejahteraan. 
Optimalisasi dan tertib penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi prioritas. Otonomi 
daerah dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini sebagai upaya 
pencapaian tujuan penyelenggaraan tata kelola yang baik (Setiawan, 2018). 
Tata kelola yang baik dalam pelayanan publik dilaksanakan dengan pembangunan 
dari kondisi yang belum baik menjadi kondisi yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih 
layak. Proses pelaksanaan pembangunan bukanlah kewajiban yang harus ditanggung 
rakyat secara individual, tetapi merupakan tanggung jawab pemerintah yang memegang 
mandat rakyat, dalam hal ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan 
seluruh aparaturnya. Pembangunan disegala bidang adalah pembangunan menyeluruh 
dan selaras antara infrastruktur pemerintah dengan suprastruktur pemerintah (Ali & 
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Saputra, 2020).  
Termasuk dalam suprastruktur pemerintah adalah  segenap aparatur pemerintah 
mulai tingkat paling tinggi yakni presiden sebagai kepala pemerintahan, sampai kepala 
desa/kelurahan ditingkat paling rendah. Sementara pembangunan infrastruktur 
pemerintah diwujudkan dengan adanya keterlibatan berbagai elemen masyarakat untuk 
berperan serta dan berpartisipasi dalam program pembangunan. 
Peran pemerintah desa dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya melalui 
peningkatan kinerja pelayanan publik seperti yang ada di Desa Sukajaya Kecamatan 
Cibitung Kabupaten Bekasi ini sangat menarik untuk dikaji dalam suatu penelitian ilmiah. 
Pelayanan publik salah satunya adalah pelayanan kesehatan seperti kesehatan ibu 
hamil, kesehatan bayi, balita dan remaja di masyarakat. Hal ini didasari bahwa 
pelayanan kesehatan masyarakat dihadapkan sebagai salah satu  indikator kualitas 
kesejahteraan di Puskesmas Desa Sukajaya. Sebagaimana kita ketahui bahwa 
pemerintah pusat tengah berupaya memberdayakan masyarakat di desa terkait kualitas 
pelayanan kesehatan melalui undang-undang kesehatan masyarakat sebagai langkah 
awal membangun desa yang sinergi dengan porgram- program pemerintah untuk 
mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. 
Apabila dikaitkan dengan kamajuan masyarakat desa Sukajaya Kecamatan  
Cibitung Kabupaten Bekasi dan program-program desanya, serta perbandingan 
kepemimpinan kepala desa Sukajaya dengan kepala desa sebelumnya kepemimpinan 
kepala desa yang saat ini menjabat telah banyak melakukan kebijakan-kebijakan 
populer menuju perubahan yang lebih baik. Beberapa terobosan kebijakan yang 
dilakukan kepala desa Sukajaya antara lain memajukan pelayanan publik khususnya di 
bidang kesehatan seperti posyandu. Selain itu, kepala desa Sukajaya saat ini memiliki 
visi dan misi yang jelas dan realistis, pengelolaan sumber keuangan desa yang 
transparan dan proporsional, peningkatan pembangunan fisik yang tengah berjalan, 
serta pengayoman dan perlindungan rasa aman bagi seluruh masyarakat. 
Menyadari bahwa desa merupakan wilayah teritorial terkecil dalam struktur 
pemerintahan negara, maka keberpihakan kepala desa terhadap kebijakan- kebijakan 
desa menjadi hal yang niscaya untuk memberikan perhatian lebih. Pada prinsif nya 
apabila mayoritas masyarakat desa telah sejahtera maka kehidupan rakyat secara 
umum di suatu negara tentu akan di nilai sejahtera. Usaha pembangunan masyarakat 
selalu di tantai dengan adanya sejumlah orang yang mempelopori, menggerakan, dan 
menyebarluaskan proses prubahan (Nasution, 2002). 
Peran kepala desa erat hubungannya dengan tujuan yang hendak di capai oleh 
suatu pemerintah kepala desa. Oleh karana itu, perilaku kepemimpinan kepala  desa 
selalu di hubungkan dengan kegiatan keala desa dalam mengarahkan anggotanya 
untuk mewujudkan pemerintahan desa. Melaksanakan pembangunan desa memerlukan 
suatu kondisi aparatur desa yang kompenen, bertanggung jawab, memiliki visi dan misi 
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pembangunan, kredibel, transparan, serta mendapat kepercayaan masyarakat. Kepala 
desa harus dapat mendorong dan meningkatkan semangat kerja seluruh warga 
masyarakat desa mulai dari perencanaan program sampai pada pemanfaatan kegiatan 
pembangunan (Kurjunaidi, 2019). 
Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa Sukajaya kecamatan Cibitung 
Kabaupaten Bekasi ini, mengigat perubahan – perubahan di desa Sukajaya tersebut, baik 
pola kepemimpinannya maupun kebijakan-kebijakan dalam melakukan pelayanan 
publik, berdampak positif terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik. Penelitian juga 
memfokuskan penelitian kepada kepemimpinan kepala desa mengingat gaya 
kepemimpinan seseorang sangat mempengaruh adanya perubahan-perubahan, 
termasuk di dalamnya adalah kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kinerja 
pelayanan publik. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti 
melakukan penelitian ini dengan judul peran pemerintah desa dalam pelayanan 





Setiap individu manusia hidup membawa kepentingannya sehari-hari. Untuk dapat 
mewujudkan kepentingan nya tersebut terkadang ia akan melakukan apapun termasuk 
tindakan yang akan merugikan manusia lainya. Dalam perkembangan dan dengan 
kemampuan rasionalitas yang dimilikinya, ada di antara individu manusia yang mulai 
menyadari bahwa kondisi ini tidak bisa di biarkan dengan tujuan hidup untuk 
mencapainya perlu menciptakan kedamaian diantara sesama manusia. Pemerintah 
desa merupakan prioritas dalam basis pertumbuhan dan lumbung produksi karena itu 
pembangunan dipedesaan diperlukan untuk memperkuat pembangunan nasional 
(Nawawi, 2018).  
Pelayanan Publik 
Pengukuran kualitas pelayanan merupakan teknik yang dapat di gunakan untuk 
tujuan meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk mengetahui aspek-aspek yang harus 
menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka di perlukan 
pengukuran terhadap kualitas pelayanan yang di berikannya. Eksintensi  pemerintah tidak 
lain tidak bukan bertugas memberikan pelayanan untuk warga masyarakatnya, tidak 
lebih. Merujuk pada pendapat Ibrahim (2008) yang menyatakan bahwa pelayanan 
nyangkut sejumlah informasi yang di inginkan pelanggan, tindakan yag sukar di sentuh 
dan di ukur secara eksak ukuran kepuasannya, sangat sensitif dan sukar diprediksikan 
ke depan nya serta sangat tergantung juga nilai pada nilai yang dianggap pantas oleh 
pelanggan terhadap apa yang di terima dan dibayarnya (Ibrahim, 2008). 
Pelayanan Kesehatan 
Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 
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jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Tujuan 
pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Selanjutnya 
Sinambela (2006:6) menyatakan bahwa untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas 
pelayanan prima untuk mencerminkan: Transparansi, Kondisional, Pastisipatisif, 
Kesamaan Hak, Keseimbangan Hak dan Kewajiban (Sholeha et al., 2018). 
 
METODE PENELITIAN 
Dalam pelayanan publik, digerakan oleh beberapa sub sistem, seperti palayanan 
kesehatan, pendidikan, administrasi desa dan lain-lain. Pertautan antar sub sistem 
tersebut menarik untuk dikaji kerena perubahan pada suatu sub sistem akan berdampak 
pada sub sistem lain sistem secara keseluruhan. Pengkajian semakin menarik karena 
dalam kasus pelayanan publik untuk pelayanan kesehatan masih kurang maksimal. 
Penelitian ini di lakukan untuk menganalisis pertautan antar pelayanan kesehatan desa 
dan kesehatan masyarakat di desa Sukajaya tahun 2020. Dengan tujuan seperti itu, 
pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan teknik 
pengumpulan datanya melalui wawancara, dokumentasi, serta observasi. Data yang 
diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer 
adalah data yang diperoleh secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang 
diperoleh dari sumber data yang sudah ada (Sarmanu, 2017). 
Menurut Sugiyono (2012), terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas 
data hasil penelitian, yaitu kualitas instrukmen penelitian dan kualitas pengumpulan 
data. Kualitas instrukmen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas 
instrukmen dan kualitas pengumpulan berkenaan dengan ketepatan cara–cara yang 
digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, instrukmen yang telah teruji 
validitas dan stabilitasnya tepat dalam pengumpulan datanya. Bila dilihat dari sumber 
datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. 
Sumber primer adalah sumber data yang langsung.Dalam penelitian ini pupolasinya 
adalah pemerintah Desa Sukajaya khususnya bagian kesehatan Puskesmas,badan 
permusyawaratan Desa Sukajaya dan pemeritah Kecamatan Cibitung (Sugiyono, 2012). 
Adapun pada penelitian ini pemilihan informal di tetapkan secara purposive samping, 
atau ditetapkan langsung berdasarkan pengetahuan yang merekan miliki mengenai 
permasalaha yang sedang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukajaya 
Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Berikut adalah kerangka pemikiran terkait 
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Gambar 1. Kerangka Berfikir 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Peran Pemerintah Desa Sukajaya Berdasarkan Pelayanan Kesehatan 
Pada uraian berikut dijelaskan jenis pelayanan kesehatan dasar yang 
diselenggarakan di Indonesia. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
mengamanatkan bahwa upaya kesehatan ibu ditunjukkan untuk menjaga kesehatan ibu 
sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkwalitas serta mengurangi 
angka kematian ibu (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 
2009). Upaya kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang tersebut 
meliputi upaya promotif, janin masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, 
dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. Upaya kesehatan ibu dan anak 
diharapkan mampu menurunkan angka kematian. Indikator angka kematian yang 
berhubungan dengan ibu dan anak adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian 
Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBA). 
Berdasarkan hasil survey demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI0 2007, AKI 
sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan SDKI tahun 2014 menyebutkan 
bahwa AKB sebesar 10 per 1.000 kelahiran hidup, AKN sebesar 114 per 1.000 kelahiran 
hidup, dan AKABA sebesar 12 per 1.000 kelahiran hidup. Komitmen global dalam 
MDGs menetapkan target terkait kematian ibu dan kematian anak yaitu menurunkan 
angka kematian ibu hingga tiga per empat dalam  kurun waktu 1990-2015 dan 
menurunkan angka kematian anak hingga dua per tiga  dalam kurun waktu tersebut. 
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 
Pelayanan kesehatan ibu hamil diwujudkan melalui pemberian pelayanan 
antenatal sekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan, dengan distribusi waktu 
minimal 1 kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), 1 kali pada 
trimester kedua (usia kehamilan 24-36minggu). Standar waktu pelayanan tersebut 
dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin, berupa 
deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan. 
Pelayanan antenal diupayakan agar memenuhi standar 10 T, diantaranya : Penimbangan 
berat badan dan pengukuran tinggi badan, Pengukuan tekanan darah, Pengukuran 
tinggi puncak rahim, Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi 
tetanustoksoid  sesuai status imunisasi. 
Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan, Pelaksanaan 
temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk keluarga 
berencana), Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah 
(Hb) dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), 
Menilai status GIZI (ukur LILA), Tata laksana kasus, Tentukan presentase janjn dan 
denyut jantung janin. 
Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan 
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indikator cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang memperoleh 
pelayanan antenal pertama kali, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja 
pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah 
memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai 
jadwal yang dianjurkan, dibandingkan sasaran ibu hsmil di satu wilayah kerja pada kurun 
waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan 
terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya 
ke tenaga kesehatan. 
Gambar 4.2 Pelayanan Ibu Hamil 
(Data diolah peneliti, 2021) 
 
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 
Upaya kesehatan ibu bersalindilaksanakan dalam rangka mendorong agar setiap 
persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan dilakukan di fasilitas pelayanan 
kesehatan. Pertolongan persalinanadalah proses pelayanan persalinan dimulai pada 
kala I sampai dengan kala IV persalinan. Pencpaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur 
melalui indikator persentase persalinanditolong tenaga kesehatan terlatih (Cakupan Pn). 
Indikator ini memperlihatkan tingkat kemampuan Pemerintah dalam menyediakan 
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Gambar 3. Jumlah Persalinan Tenaga Kesehatan 
(Data diolah peneliti, 2021) 
 
Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas 
Nifas adalah periode mulai dari 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. 
Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan pada ibu nifas sesuai 
standar yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali sesuai jadwal yang dianjurkan, 
yaitu pada 6 jam sampai dengan 3 hari pasca persalinan, pada hari ke-4 sampai dengan 
hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai hari ke-42 pasca persalinan. 
Jenis pelayanan ibu nifas yang diberikan meliputi : Pemeriksaan tanda vital (tekanan 
darah, nadi, nifas, dan suhu), Pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri), 
Pemeriksaan lokhia dan cairan per vaginam lain, Pemeriksaan payudara dan pemberian 
anjuran ASI eksklusif, Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan 
ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana, Pelayanan keluarga 
berencana pada persalinan. Keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas diukur melalui 













Gambar 4. Pelayanan Ibu Nifas 
(Data diolah peneliti, 2021) 
 
Penanganan Komplikasi Maternal 
Komplikasi maternal adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan atau 
janin dalam kandungan, baik lagsung maupun tidak langsung, termasuk penyakit 
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menular dan tidak menular yang dapat mengancam ibu atau janin, yang tidak 
disebabkan oleh trauma /kecelakaan. Pencegahan dan penanganan komplikasi maternal 
adalah pelayanan kepada ibu dengan komplikasi maternal untuk mendapatkan 
perlindungan/pencegahan dan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga 
kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Indikaor yang digunakan 
untuk mengukur keberhasilan pencegahan dan penanganan komplikasi maternal 
adalah cakupan penanganan komplikasi maternal (Cakupan PK). Indikator ini 
mengukur kemampuan Kabupaten dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
secara profesional kepada ibu (hamil, bersalin, nifas) dengan komplikasi. 
Penanganan Komplikasi Neonatal 
Neonatal komplikasi adalah neonatal dengan penyakitdan atau kelainan yang 
dapat menyebabkan kecacatan dan atau kematian, seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, 
tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR (Berat Lahir < 2.500 gram), 
sindroma gangguan pernafasan, dan kelainan kognital maupun yang termasuk 
klasifikasi kuning pada pemeriksaan degan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM). 
Yang dimaksud dengan penanganan Neonatal komplikasi adalah neonatal sakit dan 
atau neonatal dengan kelainan mendapat pelayanan sesuai standar oleh tenaga 
kesehatan (dokter, bidan atau perawat) baik dirumah, sarana pelayanan kesehatan 
dasar maupun sarana pelayanan kesehatan rujukan. Pelayanan sesuai standar antara 
lain sesuai rujukan MTBM, Manajemen Asfiksia Bayi Baru Lahir, Manajemen Bayi Berat 
Lahir Rendah, pedoman pelayanan neonatal essensial di tingkat pelayanan kesehatan 
dasar, PONED, PONEK atau standar operasional pelayanan lainnya. 
Kunjungan Neonatal 
Bayi baru lahir atau lebih dikenal dengan neonatal merupakan salah satu 
kelompok yang paling rentan terhadap gangguan kesehatan. Beberapa upaya 
kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini diantaranya 
dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di 
fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan sesuai standar pada 
kunjungan bayi baru lahir.Menurut RISKESDAS tahun 2007, diketahui bahwa sebagian 
besar kematian neonatal (78n5 persem) terjadi pada minggu pertama kehidupan (0-7 
hari). Dengan melihat adanya risiko kematian yang tinggi pada minggu pertama ini, 
maka setiap bayi baru lahir harus intervensi dapat segera dilakukan untuk 
mengendalikan risiko kematian. Terkait hal tersebut, pada tahun 2008 ditetapkan 
perubahan kebijakan dalam pelaksanaan kunjungan neonatal, dari 2 kali yaitu satu kali 
pada minggu pertama dan satu kali ada 8-28 hari, menjadi 3 kali yaitu dua kali pada 
minggu pertama dan satu kali pada 8-28 hari. 
Dengan demikian jadwal kunjungan neonatal yang dilaksanakan saat ini adalah 
pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari dan umur 8-28 hari. Indikator ini mengukur 
kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan neonatal 
yang komperhensif. Pelayanan kesehatan neonatal sesuai standar adalah pelayanan 
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kesehatan neonatal saat lahir dan pelayanan kesehatan saat kunjungan neonatal 
sebanyak 3 kali. Pelayanan yang diberikan saat kunjungan neonatal adalah pemeriksaan 
sesuai standar Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dan konseling perawatan bayi 
baru lahir termasuk ASI eksklusif dan perawatan tali pusat. Pada kunjungan neonatal 
pertama (KNI), bayi baru lahir mendapatkan vitamin K1 injeksi dan imunisasi hepatitis 
B0 bila belum diberikan pada saat lahir. 
 
Pelayanan Kesehatan pada Bayi 
Bayi merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap gangguan kesehatan 
maupun penyakit. Oleh karena itu dilakukan upaya pelayanan kesehatan yang 
ditunjukkan pada bayi usia 29 hari sampai dengan 11 bulan dengan memberikan 
pelayanan kesehatan sesuai standar oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi 
kliniks kesehatan (dokter, bidan dan perawat) minimal 4 kali. Program ini terdiri dari 
pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HBI-3, Polio 1-4 dan Campak), Stimulasi Deteksi 
Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) bayi, pemberian vitamin A pada bayi, dan 
penyuluhan perawatan kesehatan pada bayi serta penyuluhan ASI eksklusif, MPASI 
dan lain-lain. Cakupan pelayanan kesehatan bayi dapat menggambarkan upaya 
pemerintah dalam meningkatkan akses bayi untuk memperoleh pelayanan kesehatan 
dasar, mengetahui sedini mungkin adanya kelainan atau penyakit, pemeliharaan 
kesehatan dan pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas hidup bayi. 
 
Pelayanan Kesehatan pada Anak Balita 
Salah satu indikator yang ditetapkan pada rencana strategis kementrian kesehatan 
terkait dengan upaya kesehatan anak adalah pelayanan kesehatan pada anak balita. 
Adapun batasan anak balita adalah setiap anak yang berada pada kisaran umur 12 
sampai dengan 59 bulan. Pelayanan kesehatan pada anak balita dilakukan oleh tenaga 
kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup anak balita dengan melakukan 
beberapa kegiatan antara lain : 
Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan stimulasi tumbuh kembang pada 
anak dengan menggunakan instrumen SDIDTK, Pembinaan posyandu, pembinaan 
anak prasekolah termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Konseling Keluarga 
pada kelas ibu balita dengan memanfaatkan buku KIA, Perawatan anak balita dengan 
pemberian ASI sampai 2 tahun, makanan gizi seimbang dan vitamin A. 
Pelayanan Kesehatan pada Siswa SD dan Setingkat 
Salah satu upaya kesehatan anak adalah intervensi pada anak usia sekolah. 
Upaya kesehatan pada kelompok ini yang dilakukan melalui penjaringan kesehatan 
terhadap murid SD/MI kelas 1 juga menjadi salah satu indikator yang dievaluasi 
keberhasilannya melalui Rensa Kementrian Kesehatan. Melalui kegiatan penjaringan 
kesehatan diharapkan bisa mengatasi permasalahan kesehatan pada anak usia sekolah 
  
 
Volume (9) Issue 2, Year (2021) 
(P-ISSN 2087-510X)  
55 
 
Peran pemerintah desa dalam pelayanan kesehatan masyarakat di desa sukajaya 
kecamatan cibitung kabupaten bekasi 
 
yaitu pelaksanaan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menggosok gigi 
dengan baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun, karies gigi, kecacingan, 
kelahiran reflaksi /ketajaman penglihatan dan masalah gizi. Kegiatan penjarigan 
kesehatan ini terdiri dari : Pemeriksaan kebersihan perorangan (rambut, kulit dan kuku), 
Pemeriksaan status gizi melalui pengukuran antropometri, Pemeriksaan ketajaman 
indera (penglihatan dan pendengaran), Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, 
Pemeriksaan laboratorium untuk anemia dan kecacingan, Pengukuran kebugaran 
jasmani, Deteksi dini masalah mental emosional.  
Melalui penjaringan kesehatan diharapkan siswa SD/Sederajat kelas 1 yang 
memiliki masalah kesehatan mendapatkan penanganan sedini mungkin. Penjaringan 
kesehatan dinilai dengan menghitung presentase SD/MI yang melakukan penjaringan 
















Gambar 5.  Pelayanan Kesehatan Siswa SD 
(Data diolah peneliti, 2021) 
 
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) 
Salah satu upaya kesehatan anak yang ditetapkan melalui instruksi presiden 
adalah Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di puskesmas. Program ini mulai 
dikembangkan pada tahun 2003 yang bertujuan khusus untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan remaja tentang kesehatan reproduksi dan perilaku hidup 
sehat serta memberikan pelayanan kesehatan yang berkwalitas kepada remaja. 
Puskesmas yang memiliki PKPR memberikan layanan baik didalam maupun diluar 
gedung yang ditujukan bagi kelompok remaja berbasis seolah maupun masyarakat.  
Hal ini dilakukan agar layanan yang diberikan dapat menjangkau semua 
kelompok remaja (10-19) tahun. Kriteria yang ditetapkan bagi puskesmas yang mampu 
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laksana PKPR yaitu : Melakukan pembinaan pada minimal 1 sekolah (sekolah umum, 
sekolah berbasis agama) dengan melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan 
Edukasi (KIE) di sekolah binaan minimal 2 kali dalam setahun,  Melatih Kader 
Kesehatan Remaja di sekolah minimal sebanyak 100% dari jumlah murid di sekolah 
binaan, Memberikan pelayanan konseling pada semua remaja yang melakukan 
konseling yang kontak dengan perugas PKPR. 
Layanan PKPR merupakan upaya komperhensif yang menekankan pada langkah 
promotif/preventif berupa pembekalan kesehatan dan peningkatan keterampilan 
psikososial dengan Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS). Layanan konseling 
menjadi ciri dari PKPR mengingat permasalahan remaja yang tidak hanya berhubungan 
dengan fisik tetapi juga psikososial. Upaya penjangkauan terhadap kelompok remaja 
juga dilakukan melalui kegiatan Komunikasi Informasi ke sekolah-sekolah dan kelompok 
remaja lainnya. Pelayanan peer group (kelompok sebaya) juga menjadi perhatian pada 
program PKPR. Oleh karena itu, program ini juga memberdayakan remaja sebagai 
konselor sebaya yang diharapkan mampu menjadi agen pengubah dikelompoknya. 
Konselor sebaya ini sangat potensial karena adanya kecenderungan pada remaja untuk 
memilih teman sebaya sebagai tempat berdiskusi dan rujukan informasi. (Sumber : 
Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2016) 
Pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana (KB) 
Program Keluarga Berencana (KB) dilakukan dalam rangka mengatur jumlah 
kelahiran atau menjarangkan kelahiran. Sasaran program KB adalah Pasangan Usia 
Subur (PUS) yang lebih dititik beratkan pada kelompok Wanita Usia Subur (WUS) yang 
berada pada kisaran usia 15-49 tahun. Keberhasilan program KB dapat diukur dengan 
melihat cakupan KB aktif da KB baru. Cakupan KB aktif menggambarkan proporsi 
pasagan usia subur (PUS) yang sedang menggunakan alat /metode kontrasepsi 
terhadap jumlah PUS baru adalah jumlah PUS yang ada. Sedangkan cakupan KB baru 
adalah jumlah PUS yang baru menggunakan alat/metode kontrasepsi terhadap jumlah 
PUS. 
Pencapaian Pelayanan Kesehatan 
Derajat kesehatan masyarakat dinilai dengan menggunakan beberapa yang 
mencermintkan kondisi mortalitas (kematian), status gizi dan morbiditas (kesakitan). 
Pada bagian ini, derajat kesehatan masyarakat di Indonesia digambarkan melalui angka 
mortalitas, terdiri atas angka kematian neonatal, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka 
Kematian Balita (AKABA), Indeks Pembangunan Manusia termasuk angka harapan 
hidup, angka mordibitas, angka kesakitan beberapa penyakit balita dan dewasa. Selain 
dipengaruhi oleh faktor kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan ketersediaan 
sumber daya kesehatan, derajat kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor lain 
seperti faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, serta faktor lain yang kondisinya 
telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Mortalias adalah kejadian kematian yang terjadi 
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pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat 
berupa penyakit maupun sebab lainnya. Mortalitas yang disajikan pada bab ini yaitu 
angka kematian neonatal, angka kematian bayi, angka kematian balita serta kematian 
yang disebabkan oleh penyakit dan bencana. 
Angka Kematian Neonatal (AKN) 
Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah penduduk yang meninggal satu 
bulan pertama setelah kelahiran (0-28 hari) yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran 
hidup pada tahun yang sama. Data kematian di wilayah Puskesmas Sukajaya tahun 
2014 terdapat 5 kematian neonatal, di tahun 2015 terdapat 7 kematian neonatal, 
tahun 2016 terdapat 2 kematian neonatal, tahun 2017 2 kematian neonatal, tahun 2018 3 
kematian neonatal, 2019 terdapat 2 kematian neonatal dan2020 terdapat 1 kematian 
neonatal. 
Gambar 6. Angka Kematian Neonatal (AKN) 
(Data diolah peneliti, 2021) 
 
Gambar 6,  menunjukkan data Kematian Neonatal di Puskesmas Sukajaya pada 
tahun 2020 terjadi penurunan dari tahun 2019. Dari analisa penyebab kematian neonatal 
di tahun 2020 disebabkan karena Asfiksia dan kelainan bawaan. Hal tersebut harus 
ditindaklanjuti dengan bebagai intervensi terhadap bidan desadan lintas sektor yang 
terkait untuk menurunkan kematian neonatal, diantaranya adalah dengan pelatihan 
tenaga kesehatan, meningkatkan kunjungan resi dan informasi kesehatan tentang ibu 
dan anak. 
Angka Kematian Bayi (AKB) 
Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum 
mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang 
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sama. Usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kematian maupun 
kesakitan. Menurut hasil SDKI terjadi penurunan AKB cukup tajam antara tahun 1991 
sampai 2003 yaitu dari 68 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 35 per 1.000 kelahiran 
hidup. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab adanya penurunan AKB diantaranya 
dukungan peningkatan akses pelayanan kesehatan antara lain peningkatan cakupan 
imunisasi dasar sehubungan penyebab kematian bayi pada periode 1990an antara lain 
diphteri dan campak. Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah binaan Puskesmas Desa 
Sukajaya tahun 2020 tidak ada. 
Angka Kematian Balita (AKABA) 
Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum 
mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Angka 
kematian balita di wilayah binaan Puskesmas Sukajaya tahun 2020 tidak ada. 
Angka Kematian Ibu (AKI) 
Angka Kematian Ibu (AKI) juga menjadi salah satu indikator penting dari derajat 
kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu 
penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak 
termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam 
masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 
100.000 kelahiran hidup. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait 
dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan 
dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Pada tahun 2020 data menunjukkan 
di wilayah binaan Puskesmas Sukajaya tidak ada kematian ibu melahirkan. 
 
Gambar 7 Data Angka Kematian Ibu (AKI) 
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Gambar 7, memperlihatkan adanya penurunan jumlah kasus kematian pada Ibu di 
tahun 2020. Penurunan kasus kematian tahun 2019 ini karena mulai tingginya peran 
tenaga kesehatan terutama bidan di desa dalam penjaringan ibu hamil dan deteksi dini 
ibu hamil yang aktif. 
Indikator Pelayanan Kesehatan Desa 
Pembangunan kesehatan secara umum bertujuan untuk meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat dengan indikator meningkatnya sumber daya manusia, 
meningkatnya kualitas hidup masyarakat, memperpanjang umur harapan hidup, 
meningkatnya kesejahteraan keluarga dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk 
hidup sehat. Disamping itu pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk 
menigkatkan dan memelihara mutu lembaga pelayanan kesehatan melalui 
pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan, sarana prasarana dalam 
bidang medis termasuk ketersediaan obat yang terjangkau oleh masyarakat. 
Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan ada upaya yang dilaksanakan oleh 
semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, 
dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kiesehatan 
masyarakat yang setinggi-tingginya. Perubahan pemahaman akan konsep sehat dan 
sakit dan makin luas ilmu pengetahuan dengan informasi tentang banyaknya penyakit 
sehingga pembangunan kesehatan yang lebih mengutamakan pelayanan kesehatan 
yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Pentingnya penerapan paradigma merupakan 
upaya untuk meningkatkan kesehatan bangsa.  
Untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan indikator yang ada sesuai 
dengan visi Kementrian Kesehatan “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan” 
dan dengan Misinya, diantaranya : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, 
Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan 
paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan, Menjamin ketersediaan dan pemerataan 
sumber daya kesehatan, Menciptakan tata kelola keperintahan yang baik, Indikator 
kesehatan tersebut bersifat dinamis mengikuti situasi dan kondisi yang ada.  
Beberapa indikator mengalami perubahan, baik indikatornya itu sendiri maupun 
definisinya. Peran pemerintah desa sangat menentukan untuk kesuksesan bejalannya 
indikator kesehatan tersebut. Undang-Undang terkait Kesehatan diantaranya : 
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan 
Masyarakat Bidang Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan 
Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah 
Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan 
Seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Peraturan 
Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 
Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 8 Th 2019 tentang strategi dan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat pada Bab II Pasal 3 dan Pasal 4.  Strategi Pemberdayaan 
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Masyarakat, Pasal 3 diantaranya : Peningkatan pengetahuan dan kemampuan 
masyarakat dalam mengenali dan mengatasi kesehatan yang dihadapi, Peningkatan 
kesadaran masyarakat melalui pergerakan masyarakat (Peraturan Menteri Kesehatan 
RI No. 8 Tahun 2019 Tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat, 2020). 
Pengembangan dan pengorganisasian masyarakat, Penguatan dan peningkatan 
advokasi kepada pemangku kepentingan, Peningkatan kemitraan dan partisipasi lintas 
sektor, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, dan swasta, Peningkatan 
pemanfaatan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal; Pengintegrasian 
program, kegiatan, dan/atau kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat yang sudah ada, 
sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat. 
Pasal 4 diantaranya meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi 
:Kesehatn ibu, bayi dan balita, Kesehatan anak usia sekolah dan remaja, Kesehatan 
usia produktif, Kesehatan lanjut usia, Kesehatan kerja, Perbaikan gizi masyarakat, 
Penyehatan lingkungan, Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, 
Kesehatan tradisional, Kesehatan jiwa, Kesiapsiagaan bencana dan krisis kesehatan, 
Kegiatan peningkatan kesehatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. 
Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan mengutamakan pendekatan promotif dan preventif. 
Keadaan Kesehatan Lingkungan 
Lingkungan merupakan salah satu variabel yang perlu mendapat perhatian khusus 
dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat. kwalitas, bersama dengan faktor perilaku, 
pelayanan kesehatan dan genetik, lingkungan mempengaruhi derajat kesehatan 
masyarakat. Menurut Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) 
kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang 
keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk 
mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Masalah 
kesehatan lingkungan merupakan masalah kompleks yang harus diatasi bersama. 
Untuk menggambarkan keadaan lingkungan, akan disajikan  indikator-indikator seperti : 
akses air minum berkwalitas, akses terhadap sanitasi layak, rumah tangga kumuh dan 
rumah sehat. 
Sarana dan akses air minum berkualitas 
Salah satu tujuan pembangunan prasarana penyediaan air baku untuk 
memastikan komitmen pemerintah terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) 
yaitu memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 
orang. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses 
pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung dimunium. 
Penyelenggaraan air minum dapat berasal dari badan usaha milik negara/badan usaha 
milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, 
dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum.  
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Syarat-syarat kualitas air minm sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 diantaranya adalah sebagai berikut : Parameter 
mikrobiologi Ecoli dan total Bakteri Kaliform, kadar maksimum yang diperbolehkan 0 
jumlah per 100 ml sampel, Syarat Fisik : Tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna, 
Syarat Kimia : Kadar Besi : maksimum yang diperbolehkan 0,3 mg/l, Kesadahan (maks 
500 mg/l) Ph 6,5-8,5. 
Amanat Undang-undang nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang 
selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2005 tentang 
pengembangan sistem penyediaan air minum pada pasal 6 disebutkan bahwa : Air 
minum yang dihasilkan dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang digunakan oleh 
masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan 
peraturan mentri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesehatan, Air 
minum yang tidak memenuhi standar kualitas sebagaimana dimaksud pada   ayat 1 
dilarang didistribusikan kepada masyarakat (Undang-Undnag Nomor 7 Tahun 2004 
Tentang Sumber Daya Air, 2020). 
Upaya pengawasan kualitas air sebagaimana yang diatur dalam peraturan mentri 
kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang tata laksana pengawasan 
kualitas air minum, dilaksanakan oleh Puskesmas Desa Sukajaya sebagai pengawasan 
eksternal dan penyelenggara air minum sebagai pengawasan internal. Seiring dengan 
kemajuan teknologi serta semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat terhadap 
kesehatan terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih untuk minum, sementara 
itu persediaan air tanah yang selama ini menjadi sumber utama air minum telah 
mengalami pencemaran, rumah tangga kini mulai beralih kepada produk air minum 
dalam kemasan /isi ulang. 
Sarana dan akses terhadap sanitasi dasar 
Akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan salah satu pondasi inti dari 
masyarakat yang sehat. Air bersih dan sanitasi yang baik merupakan elemen penting 
yang menunnjang kesehatan manusia. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan 
lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi 
sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya 
kualitas lingkunagn hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, 
meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya penyakit. Berbagai alasan 
digunakan masyarakat untuk buang air sembarangan, diantaranya adalah anggapan 
membangun jamban itu mahal, lebih enak buang air besar di sungai, tinja daapt 
digunakan sebagai pakan ikan, dan lain-lain. Perilaku ini harus dirubah karena dapat 
meningkatkan risiko masyarakat untuk terkena penyakit menular. 
Secara umum kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akses air bersih 
dan sanitasi dasar yang layak dilakukan yaitu diantaranya : Proses peningkatan 
perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara instan, cenderung membutuhkan 
waktu yang relativ lama agar masyarakat dapat mengadopsi perilaku yang lebih sehat 
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dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, kondisi sosial budaya yang sangat 
bervariasi dapat mempengaruhi cepat lambatnya perubahan perilaku, Belum meratanya 
kesediaan sarana air minum dan sanitasi yang mudah, murah dan terjangkau oleh 
masyarakat, Kondisi geografis yang sangat bervariasi mengakibatka sulitnya 
menentukan pilihan teknologi sanitasi yang dapat diterapkan di daerah tersebut. 
Tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan 
Tempat-tempat umum (TTU) memiliki potensi sebagai tempat terjadinya penularan 
penyakit, pencemaran lingkungan ataupun gangguan kesehatan lainnya. Pengawasan 
atau pemeriksaan sakitasi terhadap TTU dilakukan untuk mewujudkan lingkungan TTU 
yang bersih guna melindungi kesehatan dalam arti melindungi, mmelihara, dan 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tempat atau sarana layanan umum yang 
wajib menyelenggarakan sanitasi lingkungan antara lain, tempat umum yang dikelola 
secara komersial, tempat yang memfasilitasi terjadinya penularan penyakit, atau tempat 
layanan umum yang intensitas jumlah dan waktu kunjungannya tinggi. TTU semacam itu 
meliputi sarana pendidikan/sekolah, sarana kesehatan dan hotel. 
Tempat-tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat 
Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap makanan yang disediakan 
diluar rumah, maka produk-produk makanan yang disediakan oleh perusahaan atau 
perorangan yang bergerak dalam usaha penyediaan makanan untuk kepentingan umum 
haruslah terjamin kesehatan dan keselamatannya. Hal ini hanya dapat terwujud bila 
ditunjang dengan keadaan higiene dan sanitasi Tempat Pengelola Makanan (TPM) 
yang baik dan dipelihara bersama pengusaha dan masyarakat. TPM yang dimaksud 
berupa jasaboga dan catering, rumah makan dan restoran, Depot Air Minum (DAM). 
Industri salah satu jenis tempat pelayanan umum yang mengolah dan menyediakan 
makanan bagi masyarakat banyak, maka TPM memiliki potensi yang cukup besar 
menimbulkan gangguankesehatan atau penyakit bahkan keracunan akibat dari 
makanan yang dihasilkan, disajikan dan dijual oleh TPM memenuhi syarat-syarat 
kesehatan. 
Keadaan Perilaku Masyarakat 
Untuk menggambarkan keadaan perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap 
kesehatan, akan disajikan beberapa indikator yang berkaitan dengan perilaku 
masyarakat, diantaranya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan perilaku hidup 
bersih dan sehat (PHBS). 
 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 
Penigkatan akses terhadap air minum yang berkwalitas perlu diikuti dengan 
perilaku yang higienis untuk mencapai tujuan kesehatan, melalui pelaksanaan STBM. 
Dalam kerangka pembangunan kesehatan, sektor air minum, sanitasi dan higenis 
merupakan satu kesatuan dalam prioritas pembangunan bidang kesehatan dengan titik 
berat pada upaya promotif-preventif dalam perbaikan lingkungan untuk mencapai salah 
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satu sasaran MDGs.  
STBM menjadi ujung tombak keberhasilan pembangunan air minum dan 
penyehatan lingkungan secara keseluruhan. Sanitasi total berbasis masyarakat sebagai 
pilihan pendekatan, strategi dan program untuk mengubah perilaku higiene dan sanitasi 
melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan dalam rangka mencapai 
target MDGs. Dalam pelaksanaan STBM mencakup 5 (lima) pilar yaitu : Stop buang air 
besar sembarangan, Cuci tangan pakai sabun, Pengelolaan air minum dan makanan 
yang aman dirumah tangga, Pengelolaan sampah dengan benar, Pengelolaan limbah 
cair rumah tangga dengan aman. 
Pemerintah memberikan prioritas dan komitmen yang tinggi terhadap STBM, hal ini 
tercantum pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 yang mempertegas Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor 132 Tahun 2012 terkait STBM. Tujuan dari STBM adalah 
untuk mencapai kondisi sanitasi total dengan mengubah peilaku higienis dan sanitasi 
melalui pemberdayaan masyarakat dengan 3 komponen strategi, yaitu : Menciptakan 
lingkungan yang mendukung terlaksananya kegiatan STBM,  Peningkatan kebutuhan 
akan sarana sanitasi melalui peningkatan kesadaran dan masyarakat tentang 
konsekuensi dari kebiasaan buruk sanitasi (buang air besar) dilanjtkan pemicuan 
perubahan perilaku komunitas, Peningkatan penyediaan melalui peningkatan kapasitas 
produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi, yaotu melalui pengembangan 
kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, pengusaha lokal dalam penyediaan 
sarana sanitasi. 
Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan STBM adalah masih belum optimalnya 
investasi bidang air minum dalam sanitasi khususnya didaerah perkotaan seperti 
investasi untuk PDAM serta capaian antar provinsi untuk pelayanan air minum dan 
sanitasi dipedesaan dan akselerasi edukasi perilaku sehat melalui STBM. Untuk 
mengatasi kendala tersebut, maka dilakukan upada peningkatan advokasi untuk 
meningkatkan investasi dibidang air minum dan sanitasi, terutama untuk masyakat 
miskin, perluasan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui 
program Air Bersih untuk Rakyat serta meningkatkan edukasi perilaku sehat dengan 
akselerasi STBM. 
Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 
PHBS merupakan kependekan dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Sedangkan 
pengertian PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran 
pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada 
bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Kesehatan 
lingkungan adalah hubungan timbal balik antar manusia dan lingkungan yang berakibat 
atau mempengaruhi derajat kesehatan manusia. PHBS kesehatan lingkungan adalah 
perilaku kesehatan yang menciptakan hubungan antara manusia dan lingkungannya yang 
berakibat mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Indikator kesehatan lingkungan 
diantaranya : Perumahan bersih dan sehat, Penyediaan air bersih, Penanganan air 
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limbah, Penanganan sama arah, Pembuangan kotoran manusia (Tinja). 
Banyak penyakit yang dapat dihindari dengan PHBS, mulai dari Diare, DBD, flu 
burung ataupun flu babi yang akhir-akhir ini marak. Salah satu faktor yang mendukung 
PHBS adalah kesehatan lingkungan. Dua istilah penting dalam kesehatan lingkungan 
yang harus dipahami dan diinterpretasikan sama oleh seluruh tenaga kesehatan yang 
terlibat agar kegiatan yang dilakukan dapat berhasil dengan baik. Lingkungan diartikan 
sebagai akumulasi dari kondisi fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik yang 
mempengaruhi kehidupan dari komunitas tersebut. Sedangkan kesehatan dari suatu 
komunitas bergantung pada integritas lingkungan fisik, nilai kemanusiaan dalam 
hubungan sosial, ketersediaan sumber yang diperlukan dalam mempertahankan hidup 
dan penanggulangan penyakit, mengatasi gangguan kesehatan secara wajar, pekerjaan 
dan pendidikan yang dapat tercapai, pelestarian kebudayaan dan toleransi terhadap 
perbedaan jenis, akses dari garis keturunan serta rasa ingin berkuasa dan memiliki 
harapan. 
Berikut ini 5 tatanan PBHS yang dapat menjadi simpul – simpul untuk memulai 
proses penyadartahuan tentang perilaku hidup bersih sehat : PHBS di Rumah tangga, 
PHBS di Sekolah, PHBS di Tempat kerja, PHBS di Sarana kesehatan, PHBS di Tempat 
umum. Tujuan penerapan PHBS dirumah tangga : Tujuan Umum : Meningkatnya 
Rumah Tangga ber-PHBS di kabupaten /kota seluruh Indonesia.  Tujuan Khusus : 
Meningkatnya pengetahuan, kemauan dan kemampuan anggota rumah tangga untuk 
melaksanakan PHBS, Berperan aktif dalam gerakan PHBS di masyarakat. 
 
Gambar 8. Tujuan PHBS 
 
Penerapan PHBS di lingkungan Puskesmas Desa Sukajaya dapat dilihat pada edukasi 
10 indikator PHBS di tangga sebagai berikut : 
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Gambar 9. Penerapan sosialisasi PHBS 
 
Peran Pemerintah Desa dalam pelayanan kesehatan dilakukan melalui beberapa 
strategi pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan yaitu yang pertama 
pemeriksaan umum yang meliputi  pemeriksaan kesehatan secara umum pada 
masyarakat sekitar. Yang kedua adalah KIA dan KB yang meliputi program pembuatan 
Kartu Induk Anak dan pencanangan program Keluarga Berenca 2 anak cukup. Yang 
ketiga kesehatan gigi dan mulut yang meliputi pemeriksaan pada anak sekolah ditingkat 
SD kebersihan gigi, sosialisasi cara menggosok gigi dan cuci tangan yang benar. Yang 
keempat adalah TB paru dan kusta yang meliputi  pengobatan penyakit TB dan kusta 
yang ada di masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah konseling gizi yang melakukan 
program konsultasi gizi khususnya di posyandu yang ada, dengan kegiatan 
penimbangan anak, pengukuran berat badan dan pemberian vitamin.   
Konseling sanitasi yang meliputi sosialisasi program jamban bersih di 
masyarakat sekitar, khususnya padat penduduk. Program selanjutnya dalah 
penuyuluhan yang menjalankan program penyuluhan kesehatan di kantor desa dan 
pelaksanaan posyandu akan pentingnya kesehatan masyarakat. Farmasi yang 
menyediakan pelayanan obat di puskesmas desa setempat.. Selanjutnya adalah pusling 
yaitu mengadakan puskesmas keliling. Posyandu yang mengadakan posyandu disetiap 
RW setempat, dengan program-program sesuai dengan UU Kesehatan yang ada. Kelas 
ibu hamil yang mengadakan penyuluhan dan kelas bagi ibu hamil tentang kesehatan. 
Posbindu yaitu pos bidan terpadu bagi ibu hamil dan menyusi Indikator keluarga 
sehat, diantaranya : Keluarga mengikuti KB, Ibu bersalin di faskes, Bayi mendapat 
imunisasi dasar lengkap, Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan, Pertumbuhan balita 
dipantau setiap bulan, Penderita TB paru berobat sesuai standar, Penderita hipertensi 
 
 





Peran pemerintah desa dalam pelayanan kesehatan masyarakat di desa sukajaya 
kecamatan cibitung kabupaten bekasi 
 
berobat secara teratur, Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan, Tidak ada anggota 
keluarga yang merokok, Keluarga mempunya akses sir bersih. 
 
 
Gambar 10. Indikator Keluarga Sehat (10 Pesan PHBS) 
 
Manfaat PHBS secara umum adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 
mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut agar masyarakat bisa mencegah 
dan menanggulangi masalah kesehatan. Selain itu, dengan menerapkan PHBS 
masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas 
hidup. Peraturan pemerintah tekait PHBS tercantum dalam Peraturan Menteri 
Kesehatan RI No. 8 Th 2019 tentang strategi dan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
pada Bab II Pasal 3 dan Pasal 4. 
Hambatan dan Upaya Solusi Pelayanan Kesehatan 
Penelitian ini terbatas pada pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya 
peningkatan kesehatan masyarakat tersebut. Dalam melakukan penelitian dengan 
menggunakan observasi, pengolahan data, dan wawancara, sehingga apabila terjadi 
salah presepsi dapat segera dinyatakan kepada peneliti. Namun dikarenakan adanya 
keterbatasan waktu, tenaga, dan berbagai permasalahan yang ditemui penulis selama 
pelaksanaan penelitian ini berdasarkan penilaian baik keluhan dari hasil penelitian ini 
dapat menjadi pertimbangan untuk perbaikan kedepanya. Oleh karena itu, masih perlu 
adanya penelitian lagi sebagai lanjutan mengenai alternatif lain perbaikan yang lebih 
berkesinambungan. 
Hambatan dari permasalahan yang berkaitan dengan fonemena atau belum 
diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya, dan memiliki dampak jangka 
panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara 
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bertahap diantaranya: Kualitas pembangunan umum pemerintahan masih dirasakan 
belum memuaskan bagi sebagian masyarakat Desa Sukajaya, seperti pendidikan, 
kesehatan, kependudukan, sarana prasarana umum, yang bertumpu pada kurangnya 
alokasi dana yang ada dan kualitas aparatur pemerintahan. 
Kompetensi dan daya saing penduduk usia produktif angkatan kerja di Desa 
Sukajaya masih dirasakan kurang memenuhi harapan dunia usaha, sehingga peluang 
kerja dan peluang usaha yang ada kurang termanpaatkan secara optimal, hal ini sangat 
berkaitan dengan kesepakatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pertumbuhan 
ekonomi yang relatif lambat mengakibatkan sektor rill kurang mempu berkembang dan 
memberikan pendapatan secara merata kepada segenap masyarakat. Hal ini masih 
terdapatnya masyarakat Desa Sukajaya yang berada di bawah garis kemiskinan. 
Kondisi lingkungan hidup cendrung semakin memperhatinkan sebagai akibat 
akspolitasi, terutama terjadinya pembakaran hutan yang berimplikasi terhadap 
kerusakan lingkungan secara umum. Masih rusak nya sarana jalan sebagai sarana 
utama mobilitas perekonomian, jaringan irigasi, sarana pendidikan, bertumpuknya lokais 
persekolahan sampai pada kurang berjalanannya bentuk-bentuk perekonomian desa, 
dan juga fasilitas olah raga, serta pelayanan kesehatan masyarakat yang berujung pada 
kesejahteraan masyarakat. 
Upaya dan solusi pada pelayanan kesehatan di Desa Sukajaya adalah dengan 
melakukan perbaikan sebagai berikut : Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil 
(Fe), Salah satu permasalahan gizi masyarakat adalah anemia gizi, yaitu suatu kondisi 
ketika kadar Hemoglobin (Hb) dalam darah tergolong rendah. Rendahnya kadar Hn ini 
terjadi karena kekurangan asupan zat gizi yang diperlukan untuk pembentukan 
komponen Hb, terutama zat besi (Fe). Sebagian besar anemia yang ditemukan di 
Indonesia adalah anemia gizi besi yaitu anemia yang disebabkan karena kekurangan 
Zat besi (Fe). Dalam rangka penanggulangan permasalahan anemia gizi besi, telah 
dilakukan pemberian tablet Fe. Pemberian tablet besi ini diintegrasikan dengan 
pelayanan kunjungan ibu hamil (antenal care). Efektifitas upaya pemberian tablet besi 
juga sangat bergantung pada seberapa besar kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi 
tablet besi yang diberikan. Cakupan pemberian tablet besi yang tinggi bisa tidak berdampak 
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Gambar 11. Program Gizi Tablet Fe Ibu Hamil 
(Data diolah peneliti, 2021) 
 
Pemberian Kapsul Vitamin A 
Selain anemia gizi, kekurangan vitamin A juga menjadi perhatian dalam upaya 
perbaikan gizi masyarakat. Oleh karena itu dilakukan pemberian kapsul Vitamin A 
dalam rangka mencegah dan menurunkan prevalensi kekurangan vitamin A (KVA) pada 
balita. Cakupan yang tinggi dari pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi terbukti efektif 
untuk mengatasi masalah KVA pada masyarakat. Vitamin A berperan terhadap 
penurunan angka kematian, pencegahan kebutaan serta pertumbuhan dan 
kelangsungan hidup anak. Kegiatan pemberian vitamin A pada balita perlu dilanjutkan 
karena bukan hanya untuk kesehatan mata dan mencegah kebutaan, namun lebih 
penting lagi vitamin A meningkatkan kelangsungan hidup, kesehatan dan pertumbuhan 
anak. 
Pemberian kapsul vitamin A dilakukan terhadap bayi 96-11 bulan) dengan dosis 
100.000 SI, anak balita (12-59 bulan) dengan dosis 200.000 SI sehingga bayinya akan 
memperoleh vitamin A yang cukup melalui ASI. Pemberian kapsul Vitamin A serentak 
setiap bulan Februari dan Agustus pada balita usis 6-59 bulan. Untuk meningkatkan 
capaian pemberian vitamin A melalui peningkatan integrasi pelayanan kesehatan anak, 
sweeping pada daerah yang cakupannya masih rendah dan kampanye kapsul vitamin 
A. 
Cakupan pemberian ASI Eksklusif 
Cara pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui bayi 
secara eksklusif sejak lahir sampai usis 6 bulan dan meneruskan menyusi anak sapai 
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usia 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi mendapat makanan pendamping ASI yang 
bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya.Permasalahan terkait 
pencapaian cakupan ASI Eksklusif antara lain : Pemasaran susu formula masih gencar 
dilakukan untuk bayi 0-6 bulan yang tidak ada masalah medis, Masih banyaknya 
perusahaan yang mempekerjakan perwmpuan tidak memberi kesempatan bagi ibu yang 
memiliki bayi 0-6 bulan untuk melaksanakan pemberian ASI secara eksklusif. Hal ini 
terbukti dengan belum tersedianya ruang laktasi dan perangkat pendukungnya, Masih 
banyak tenaga kesehatan ditingkat layanan yang belum peduliatau belum berpihak 
pada pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif yaitu masih mendorong 
untuk memberi susu formula pada bayi 0-6 bulan, Pemasaran susu formula masih 
banyak yang ditunjukkan pada bayi yang tidak punya masalah kesehatan. 
Belum maksimalnya kegiatan edukasi, sosialisasi, advokasi dan kampanye terkait 
pemberian ASI dan belum semua rumah sakit melaksanakan 10 Langkah Menuju 
Keberhasilan Menyusui (LMKM), diantaranya : Membuat kebijakan tertulistentang 
menyusi dan dikomunikasikan kepada semua staff pelayanan kesehatan, Melatih 
semua staf pelayanan kesehatan dalam ketampilan menerapkan kebijakan menyusui 
tersebut, Menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan menajemen 
menyusui, Membantu ibu menyusui dini dalam 30 menit pertama persalinan, Membantu 
ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya, 
Memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis, Menerapkan 
rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 jam, Menganjurkan menyusui 
sesuai permintaan bayi, Tidak memberi dot kepada bayi, Mendorong pembentukan 
kelompok pendukung menyusui dari merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah 
keluar dari sarana pelayanan. 
Upaya yang dilakukan untuk mencegah masalah pemberian ASI Eksklusif adalah : 
Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI 
Eksklusif, Melakukan pelatihan/konseling menyusi dan konselin, Makanan  Pendamping 
ASI (MP-ASI). 
Cakupan Perkembangan Balita di Posyandu 
Kegiatan penimbangan balita di posyandu (D/S) menjadi salah satu indikator yang 
ditetapkn pada rencana strategis kementrian kesehatantahun 2011-2015. Indikator ini 
berkaitan dengan cakupan pelayanan gizi pada balita, cakupan pelayanan kesehatan 
dasar khususnya imunisasi, serta penanganan pravalensi gizi kurang pada balita. 
Dengan cakupan D/S yang tinggi, diharapkan semakin rendah terjadinya gizi kurang. 
Bayi dan anak-anak memiliki risiko yang lebih tinggi terserang penyakit menular yang 
dapat mematikan, seperti difentri, tetanus, hepatitis B, typhus, radang selaput otak, 
radang paru-paru, dan masih banyak penyakit lainnya. Untuk itu salah satu 
pencegahan penyakit yang terbaik dan sangat vital agar kelompok beresiko ini terlindung 
adalah melalui imunisasi. 
Pada saat pertama kali kuman (antigen) masuk kedalam tubuh, maka sebagai 
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reaksinya tbuh akan membuat zat anti yang disebut antibodi. Pada umumnya reaksi 
pertama tubuh untuk membentuk antibodi tidak terlalu kuat, karena tubuh belum 
pempunyai “pengalaman” tetapi pada reaksi yang ke-2, ke3 dan seterusnya, tubuh 
sudah mempunyai memori untuk mengenali antigen tersebut sehingga pembentukan 
antibodi terjadi pada waktu yang cepat dan jumlah yang banyak. Itulah sebabnya pada 
beberapa jenis penyakit yang dianggap berbahaya, dilakukan imunisasi atau vaksinasi. 
Hal ini dimaksudkan sebagai pencegahan agar tubuh tidak terjangkit penyakittersebut, 
dan seandaiya terkena pun tidak akan menimbulkan akibat yang fatal. 
Imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi aktif dan pasif. Imunisasi aktif adalah 
pemberian kuman, atau kuman sudah dilemahkan atau dimatikandegan tujuan untuk 
merangsang tubuh memproduksi antibodi sendiri. Contohnya adalah imunisasi polio dan 
campak. Sedangkan imunisasi pasif adalah penyuntikan sejumlah antibodi, sehingga 
kadar antibodi meningkat. Contohnya adalah penyuntikan ATS (Anti Tetanus Serum) 
pada orang yang mengalami luka kecelakaan. Contoh lain adalah yang terdapat pada 
bayi yang baru lahir dimana bayi tersebut menerima berbagai jenis antibodi dari ibunya 
melalui darah plasenta selama masa kandungan, misalnya antibodi terhadap Tetanus 
dan Campak. 
Gambar 12. Cakupan Imunisasi Dasar 
(Data diolah peneliti, 2021) 
 
Gambar grafik 12, memperlihatkan cakupan imunisasi dasar pada balita di tahun 
2020 sumber data kesehatan Desa Sukajaya. Cakupan Imunisasi Dasar di Puskesmas 
Sukajaya Tahun 2020 yaitu 98.4 persen untuk DPT-HB-Hib, 98 persen untuk Polio 4, 
100.3 persen untuk Campak/MR, 104.4 persen untuk HBO (<24 jam), 0 persen untuk 
HBO (1-7 hari) dan 102.6 persen untuk BCG. Pencapaian Universal Child Immunization 
(UCI) pada dasarnya merupakan proyeksi terhadap cakupan terhadap cakupan atas 
imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan). Desa UCI merupakan gambaran 
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desa /kelurahan dengan 80 persen jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah 
mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. 
Tetanus disebabkan oleh toksin yang diproduksi oleh bakteri yang disebut 
clostridium tetani. Tetanus juga bisa menyerang bayi baru lahir (Tenatus Neonatorum) 
pada saat persalinan dan perawatan tali pusat. Tetanus merupakan salah satu 
penyebab kematian pada bayi di Indonesia. Masih banyak calon ibu di masyaraka yang 
tinggal di wilayah terpencil berada dalam kondisi yang bisa disebut masih “jauh” dari 
kondisi steril saat persalinan. Hal ini yang menimbulkan risiko ibu dan bayinya terkena 
tetanus. Maternal and Neonatal Tetanus Elimination (MNTE) merupakan program 
eliminasi tetanus pada neonatal dan wanita subur termasuk ibu hamil.  
Strategi yang dilakukan untuk mengeliminasi tetanus neonatorum dan maternal 
adalah 1) pertolongan persalinan yang aman dan bersih, 2) cakupan imuisasi rutin TT 
yang tinggi dan merata, dan  penyelenggaraan surveilans. Beberapa permasalahan 
imunisasi Tetanus Taksoid (TT) pada wanita subur yaitu pelaksanaan skrining yang 
belum optimal, pencatatan yang dimulai dari kohort WUS (baik kohort ibu maupun WUS 
tidak hamil) belum seragam, dan cakupan imunisasi TT2 bumil jauh lebih rendah dari 
cakupan K4. Beberapa langkah yang perlu segera dilakukan adalah sosialisasi 
keseluruh petugas lapangan agar mengacu pada kriteria Antenatal Care (ANC) 
berkwalitas, yang salah satunya dengan imunisasi TT, dan semua sistem pencatatan 
dalam pelaksanaan imunisasi TT WUS termasuk ibu hamil memakai sistem pencatata 
yang sama, yaitu T1-T5. 
 
PENUTUP 
Berdasarka pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
Peran pemerintah desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dalam 
pelayanan kesehatan sudah bagus, terbukti denga adanya beberapa pelayanan 
kesehatan yang tersedia seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu 
nifas, kesehatan pada bayi, anak balita, siswa SD dan Setingkat, Pelayanan 
Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan Pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana 
(KB). Upaya dan solusi pelayanan kesehatan masyarakat dengan memperbaiki 
pelayanan kesehatan pada pemeriksaan ibu hamil, persalinan oleh tenaga 
kesehatan, pelayanan nifas mencakup 100 persen, penanganan komplikasi 
kebidanan mencapai 79.7 persen, neonatal 95,8 persen, penanganan kesehatan 
pada balita 99.8 persen, SD/Sederajat 100 persen, penjaringan siswa SMP/SMA 
100 persen dan melakukan perbaikan gizi kesehatan masyarakat desa seperti 
pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil (Fe), pemberian kapsul vitamin A, 
cakupan pemberian ASI eksklusif dan cakupan perkembangan balita di posyandu. 
Pencapaian pelayanan kesehatan di desa Sukajaya sudah baik terbukti 
semakin menurunnya Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), 
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Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI) dan dengan adanya 
sarana akses air minum yang berkualitas, sarana akses terhadap sanitasi dasar, 
tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan dan tempat- tempat 
pengelolaan makanan yang memenuhi syarat dan untuk keadaan perilaku 
masyarakat terbukti adanya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 
Hambatan yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan 
masyarakat tersebut terbatas pada pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya 
peningkatan kesehatan masyarakat tersebut. Dalam melakukan penelitian dengan 
menggunakan observasi, pengolahan data, dan wawancara, sehingga apabila terjadi 
salah presepsi dapat segera dinyatakan kepada peneliti. Namun dikarenakan adanya 
keterbatasan waktu, tenaga, dan berbagai permasalahan yang ditemui penulis 
selama pelaksanaan penelitian ini berdasarkan penilaian baik keluhan dari hasil 
penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk perbaikan kedepanya. 
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